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  Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat kota dan desa pada pilkada 
tahun 2015 di Kota Sumenep. Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kepanjin dan desa Mandala 
kabupaten Sumenep menggunakan pendekatan komparatif bersifat ex post facto dengan variabel  
partisipasi politik dalam pilkada tahun 2015. Populasi pada penelitian  ini adalah semua masyarakat yang 
terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota yang berjumlah 2755 orang 
dan desa Mandala, kecamatan Gapura dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 545 orang. Pengumpulan 
data yang dilakukan adalah angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
politik masyarakat kota berada dalam kategori tinggi dengan skor 25,98, partisipasi politik masyarakat 
desa dalam pilkada tahun 2015 di Sumenep adalah 16,17 berada dalam kategori cukup tinggi. Dari kedua 
sampel tersebut terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 2015 
di Sumenep. Koefisien signifikan dengan taraf signifikansi 5% sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. 
Artinya ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati (partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa) dengan frekuensi yang diharapkan (ada perbedaan partisipasi politik masyarakat kota dan desa). 
Berdasarkan  lima indikator yang digunakan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat kota dan 
desa, menunjukkan partisipasi politik masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi 
politik masyarakat desa dalam pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
Kata Kunci: partisipasi politik, masyarakat kota dan desa, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
Abstract 
This study aims to analyze the political participation of urban and rural communities in the elections in 
2015 in the city of Sumenep. Research conducted in the village of  Mandala Kepanjin and Sumenep using 
a comparative approach is ex post facto by the variable of political participation in local leader election in 
2015. Politics in local leader election year 2015. The population in this study are all the people who are 
registered as voters list (RVL) in the Village Kepanjin, Sub City totaling 2755 people and Mandala, 
district Gapura with the registered of voters list (RVL) 545 people. Data collection was conducted 
questionnaires and interviews. The results showed that the political participation of people of the city are 
in high category with a score of 25.98, the political participation of villagers in the elections of 2015 in 
Sumenep is 16,17 are in a category is quite high. Of the two samples there are differences in political 
participation of urban and  rural communities in the elections of 2015 in the city of Sumenep. Significant 
coefficient with a significance level of 5% so accepted and rejected. This means that there is a significant 
difference between the observed frequencies (political participation of urban and rural communities) with 
the expected frequency (there are differences in political participation of urban and rural communities). 
The five indicators used to determine the political participation of urban and rural communities, urban 
communities show political participation is higher than the political participation of rural communities in 
the local leader election of 2015 in the Sumenep. 
Keywords: political participation, urban and rural communities, local leader election
PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara yang menganut sistem 
pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Instrumen demokrasi yang ada di negara Indonesia 
adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan 
interaksi yang dilakukan oleh masyarakat untuk 
melakukan kontak sosial antara masyarakat dengan partai 
politik. Wujud keterlibatan masyarakat terdapat dalam 
teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya 
partisipasi masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh 
masyarakat itu sendiri yaitu yang paling mengetahui apa 
yang mereka kehendaki (Budiardjo, 1994:1-5). 
Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat 
dalam pesta demokrasi Indonesia sebagai sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih 
pemimpinnya baik dari tingkat nasional sampai pada 
tingkat lokal. Budiardjo, (1994:183 ) mendefinisikan 
partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau 
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sekolompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik yakni dengan memilih pemimpin 
negara baik dilakukan secara langsung maupun tidak 
langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan 
pemerintah  (public policy). Sekelompok seseorang yang 
menyalurkan hak pilihnya dalam berbagai kegiatan 
politik, baik secara langsung maupun tidak  langsung. 
Hasil partisipasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan-
kebijakan pemerintah yang dapat mengubah arah 
kebijakan pemerintah menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. 
Menurut Hungtington dan Nelson (dalam Budiardjo, 
1994:183-184) partisipasi politik adalah kegiatan warga 
negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang 
dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. 
Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 
terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, 
legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif. 
Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh individu maupun kelompok orang untuk ikut aktif 
dalam kegiatan politik dalam menentukan pemimpin 
negara baik sebelum kegiatan berlangsung, waktu 
kegiatan berlangsung bahkan sesudah kegiatan 
berlangsung. 
Bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam 
partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yaitu: 
(1) Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara 
dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim 
sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif dan 
eksekutif atau tindakan lain yang berusaha 
mempengaruhi hasil pemilu; (2) Lobby yaitu upaya 
perorangan atau kelompok yang menghubungi pimpinan 
politik dengan maksud  mempengaruhi keputusan mereka 
tentang isu; (3) Kegiatan organisasi yaitu partisipasi 
individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota 
maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan 
keputusan oleh pemerintah; (4) Contacting yaitu  upaya 
individu atau kelompok dalam membangun jaringan 
dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi 
keputusan mereka; (5) Tindakan kerasan (Violence) yaitu 
tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi 
keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian 
fisik manusia atau harta benda seperti hura-hura, teror, 
kudeta, revolusi dan pemberontakan (Faturrohman, 
2002:190). 
UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 telah 
mengubah tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang sebelumnya dipilih oleh DPR sekarang dipilih 
langsung oleh rakyat. Menurut pasal 1 angka 1 peraturan 
pemerintah nomor 6 tahun 2005 pilkada adalah: ”Sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 
atau  kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 
Berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut 
pada tanggal 9 Desember 2015 diadakan pemilihan 
umum  kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun 
2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. 
Salah satunya yaitu pilkada di kabupaten Sumenep, 
Madura. Masyarakat di kabupaten Sumenep dalam 
pilkada mempunyai kebebasan, keterterbukaan dan lebih 
cerdas dalam memilih calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Wujud keterlibatan politik masyarakat di 
kabupaten Sumenep dapat dilihat melalui partisipasi 
politiknya. 
Konteks nyata pada jaman ini bahwasanya partisipasi 
politik masyarakat semakin rendah, baik di kabupaten 
Sumenep maupun di kota yang lain. Partisipasi politik 
masyarakat di Indonesia saat ini belum sesuai dengan 
harapan, yaitu partisipasi masyarakat pada waktu pemilu 
pilkada berlangsung belum  mencapai 80% sesuai target 
yang ditetapkan oleh KPU RI (www. KPU RI. go.id). 
Sebagian  kalangan  masyarakat Indonesia menanggapi 
dengan sikap pesimistis, skeptis bahkan apatis untuk 
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. 
Partisipasi dalam partai politik dan kelompok 
kepentingan dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat 
pasif diantaranya; (1) Partisipasi aktif yaitu partisipasi 
yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya, 
setiap warga negara secara aktif mengajukan usul 
mengenai kebijakan publik kepada pemerintah, 
mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan 
kebijakan umum, memilih wakil rakyat dan pemimpin 
pemerintahnya. Partisipasi aktif muncul dari kesadaran 
diri sendiri bahwasanya menyalurkan hak pilihnya adalah 
suatu kewajiban dalam sistem pemerintahan yang 
demokrasi; (2) Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang 
berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati 
peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja 
setiap keputusan pemerintah. Partisipasi pasif lebih 
cenderung di pengaruhi oleh orang lain dalam 
berpartisipasi. Partisipasi pasif menggantungkan segala 
kebijakan pada pihak pemerintahnya. 
Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi dapat 
dibedakan menjadi; (1) Kelompok apatis, yaitu orang 
yang menarik diri dari proses politik; (2) Spectator, yaitu 
orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam 
pemilihan umum; (3) Gladiator, yaitu  komunikator yang 
sering melakukan atau mengadakan tatap muka, aktivis 
partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat; (4) 
Pengkritik yaitu dalam bentuk pertisipasi tidak 
konvensional (Surbakti, 1999:143). 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan 
bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada 
input dan output politik. Input dan output dari partisipasi 
ini berupa kegiatan aktif seperti mengajukan usul 
mengenai kebijakan umum, mengajukan kritik dan 
perbaikan  untuk meluruskan kebijakan,  membayar 
pajak, dan memilih pemimpin. Sedangkan partisipasi 
pasif terletak pada outputnya saja, yaitu kegiatan yang 
mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja 
setiap keputusan pemerintah. Selain itu, anggapan 
masyarakat dari sistem politik yang dinilai menyimpang 
dari apa yang dicita-citakan. Sehingga lebih menjurus 
kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara 
dalam pemilihan umum merupakan wujud partisipasi 
dalam  politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun 
hanya pemberian suara, namun juga menyangkut 
semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja 
dalam membantu pemilihan, membantu tempat 
pemungutan suara dan lain-lain. 
Penyebab rendahnya partisipasi juga berbeda antara 
satu daerah dengan daerah lain dengan berbagai lapisan 
masyarakat yang berbeda. Perbedaan  yang mendasar dari 
karakteristik tersebut terletak kesadaran politik 
masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang 
tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan 
menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap 
lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. 
Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah 
penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia 
menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat 
dipengaruhi atau tidak (Surbakti, 1999:144). 
Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik juga 
tergantung pada tingkat perhatiannya. Maksudnya, 
tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam 
berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang 
mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat 
berwujud melalui; (1) Media-media komunikasi politik, 
seperti membaca koran dan diskusi-diskusi; (2) 
Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah 
orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut 
tenggelam dalam partisipasi tersebut; (3) Perasaan 
individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, 
lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini 
biasanya menyebabkan individu untuk berkembang 
wawasan politiknya dan ikut andil dalam persaingan 
politik, sehingga mendorong individu untuk bergabung 
kepada partai atau kelompok politik tertentu, atau 
mencalonkan diri dalam pemilihan umum; (4) Partisipasi 
politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan 
kecakapan yang dimiliki individu misalnya kemampuan 
untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, 
kemampuan untuk memilih dan kesadaran politik yang 
kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan 
minat memecahkan problematikanya; (5) Keyakinan 
individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi 
keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan 
psikologis untuk berpartisipasi (Ruslan, 2000:102-103). 
Seperti yang terjadi di kabupaten Sumenep dalam 
berbagai pemilu, partisipasi politik masyarakat masih 
tergolongan rendah disebabkan oleh kesadaran politik 
masyarakat rendah, karena pada waktu penyelenggaraan 
pemilu, pemilih sedang berpergian keluar kota, ada tugas 
kerja, sedang sakit, atau bahkan belum terdaftar dalam 
pemilih tetap (DPT) serta faktor lingkungan yang kurang 
mendukung dalam pemilu dan ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah karena ketidaksesuaian 
karakter pemilih terhadap calon  pemimpin, baik dari segi 
ideologi, agama maupun visi dan misi 
(Maduraexpose.com (30/12/2015). 
Kesadaran politik warga negara adalah faktor penting 
dalam partisipasi politik masyarakat. Berbagai hal yang 
berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan 
hal kewajiban yang berkaitan langsung dengan 
lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi 
intensitas atau  ukuran seseorang dalam proses partisipasi 
politik. Berdasarkan asumsi tersebut Paige membedakan 
model partisipasi politik menjadi empat tipe yaitu; (1) 
Apabila seseorang memiliki kesadarn politik dan 
kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka 
partisipasi politik cenderung aktif; (2) Apabila seseorang 
memiliki kesadaran politik dan  kepercayaan yang 
rendah, maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis; 
(3) Apabila kesadaran politik tinggi akan tetapi 
kepercayaan  kepada pemerintah lemah, maka perilaku 
yang muncul adalah militant radikal; (4) Kesadaran 
politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, 
maka partisipasinya menjadi pasif, hanya berorientasi 
pada output politik. Tinggi rendahnya  pengetahuan dan 
kesadaran politik masyarakat ini dipengaruhi oleh status 
social dari ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan 
pengalaman berorganisasi (Surbakti, 1999:144). 
Berdasarkan faktor pengetahuan dan  kesadaran 
politik masyarakat, terdapat kesadaran politik yang  
berbeda antara masyarakat di kota kabupaten Sumenep 
dengan masyarakat di desa.  Salah satunya adalah 
masyarakat di kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota 
kabupaten Sumenep dan masyarakat desa Mandala, 
kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep. Masyarakat di 
kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota kabupaten Sumenep 
aktivitas politiknya dapat mendorong atau 
menghantarkan  masyarakat untuk aktif dalam kegiatan 
politik. Hal ini dapat dilihat dari letak geografisnya yang 
berada di pusat kota serta karakteristik masyarakatnya 
yaitu lebih cenderung berpikir rasional, bersifat 
individual tanpa harus bergantung pada orang lain serta 
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latar belakang sosial dan pendidikan yang harus 
diperdalami dalam berbagai bidang. 
Berbeda dengan masyarakat desa Mandala, 
kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep. Desa Mandala 
merupakan desa yang paling kecil diantara desa-desa 
lainnya. Desa Mandala hanya memiliki luas geografis 
. Desa Mandala berjarak 3 Km dari pusat 
pemerintah  kecamatan dan berjarak 15 Km dari pusat 
pemerintah. Letak desa Mandala berada di ketinggian 10 
meter dari permukaan laut. Desa Mandala berdekatan 
dengan lautan dan jarak rumah penduduk dengan laut 
dipisahkan oleh persawahan. Selain luas geografis yang 
kecil, penduduk desa Mandala sedikit dibandingkan 
dengan desa lain. Mayoritas masyarakat desa Mandala 
bekerja sebagai tani (www. BPS Sumenep. ac. id). 
Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi perilaku 
masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. 
Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi perilaku 
politik masyarakat Sumenep dalam kegiatan pemilu. 
Mengacu  pada faktor di atas maka dapat diasumsikan 
bahwa masyarakat desa Mandala, kecamatan Gapura, 
kabupaten Sumenep memiliki kadar partisipasi politik 
yang  lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di 
kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota kabupaten 
Sumenep. Menurut Clifford Geertz masyarakat kota dan 
desa merupakan dua struktur sosial yang berbeda, yang 
masing-masing diwakili oleh elite kota dan petani di 
desa. Tetapi keduanya mewujudkan adanya suatu 
hubungan,  kaitan, saling ketergantungan dan  
melengkapi satu sama lain, sehingga merupakan suatu 
sistem sosial. Masyarakat kota tergantung pada 
masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan warganya 
akan  bahan-bahan pangan, sedangkan masyarakat desa 
tergantung pada masyarakat kota seperti adanya 
urbanisasi. Urbanisasi adalah proses berpindahnya 
penduduk dari desa ke kota (Soekanto, 2013:123). 
Masyarakat perkotaan adalah masyarakat kota yang 
tidak tertentu jumlah  penduduknya. Tekanan pengertian 
kota terletak pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri 
kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. 
Masyarakat kota pada umumnya dapat mengurus dirinya 
sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. 
Masyarakat  kota identik dengan sifat yang individual, 
matrealistis, penuh kemewahan, dikelilingi gedung-
gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, 
dan pabrik-pabrik yang besar (Soekanto, 2013:158). 
Masyarakat desa merupakan suatu komunitas atau 
sekelompok  individu yang hidup dalam berkelompok 
atas sistem kekeluargaan yang saling berhubungan 
dengan masyarakat yang lain. Karakteristik masyarakat 
desa identik dengan keterbelakangan, tradisionalisme, 
subsistensi dan keterisolasian (Soekanto, 2013:158). 
Sistem kehidupan masyarakat desa biasanya 
berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk 
masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian. 
Apabila ditinjau dari segi kehidupan, sangat terikat dan 
sangat tergantung pada tanah (eart-bound). Karena sama-
sama tergantung pada tanah, kepentingan pokok juga 
sama sehingga mereka juga akan bekerja sama untuk 
mencapai kepentingan-kepentingannya. 
Pengendalian sosial masyarakat desa sangat kuat, 
sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk 
dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali 
mengubah jalan pikiran yang sosial ke arah jalan pikiran 
yang ekonomis, yang juga disebabkan karena kurangnya 
alat-alat komunikasi. Salah satu alat komunikasi yang 
berkembang adalah desas-desus yang biasanya bersifat 
negatif. Kondisi sosial yang berbeda dapat berpengaruh 
terhadap partisipasi politik masyarakat. Fenomena ini 
nampak ketika kegiatan politik berlangsung, yaitu 
keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak 
pilihnya, baik pada kegiatan sebelum pemilu 
berlangsung, waktu kegiatan pemilu berlangsung dan 
kegiatan sesudah pemilu berlangsung. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui 
bahwa terdapat perbedaan  mendasar yang terjadi antara 
masyarakat yang berada di pusat kota Sumenep dengan 
masyarakat desa di kabupaten Sumenep. Karakteristik 
yang berbeda dapat  mempengaruhi perilaku politik 
dalam  kegiatan pemilu. Secara karakteristik, intelektual, 
psikis maupun emosionalnya tentu memiliki pemikiran 
politik yang berbeda. Ruang lingkup tersebut dapat 
memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan 
partisipasi politik masyarakat antara yang kota dan desa. 
Penelitian dahulu yang dilakukan oleh Arohman Putra 
S (2008), dengan judul penelitian “Perbandingan Tingkat 
Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Pada Pilkada 
Kota Medan Tahun 2005 Dengan Pilkada Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus: Kelurahan Titi 
Rante, Kecamatan Medan Baru)”, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat 
partisipasi politik dari kedua kontes politik tersebut. Hasil 
menunjukkan bahwa pada pilkada tahun 2005 di kota 
Medan jumlah DPT 1.483.225 dan sebanyak 793.529 
masyarakat kota Medan tidak menggunakan hak pilihnya, 
dan pada pilkada Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 
jumlah pemilih sebanyak 1.725.321 dan angka orang 
yang  tidak  memilih mencapai 40% dari jumlah pemilih 
terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya angka golongan 
putih (golput) yang cukup tinggi di dua pentas politik 
lokal ini. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Cut Maya Aprita Sari, 
(2011) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan 
Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2009” (Studi 
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Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Kopelma Darussalam, 
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)” yang 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kelurahan 
Kopelma Darussalam, kecamatan Syiah Kuala, kota 
Banda Aceh dikategorikan tinggi dengan presentase 
72,07%. Perbedaan tingkat pendidikan seseorang akan 
menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda 
pula, dimana dapat dilihat bahwa dengan pendidikan 
yang tinggi, pemilih akan melakukan pertimbangan-
pertimbangan yang lebih  rasional sebelum memilih. 
Segala hal yang dijadikan penyebab dalam 
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam 
pemilu sangat penting untuk diketahui. Agar dapat 
dijadikan bahan rujukan bersama dan dapat dirubah 
kearah yang lebih baik dalam meningkatkan sikap 
demokrasi di kabupaten Sumenep. Legitimasi pada 
pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila 
diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi 
pada  proses pemilihan  suatu  pemimpin. Pemimpin yang 
terpilih juga akan dapat menjalankan roda 
pemerintahannya dengan tingkat percaya diri yang baik, 
jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat.  
Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat 
dijadikan  sebagai  parameter keberhasilan suatu negara 
ataupun daerah dalam proses penerapan demokrasi.  
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang 
hendak dilakukan hanya terfokus pada partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep dengan tujuan untuk menganalisis partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa pada pilkada tahun 2015 
di Sumenep dengan judul “perbandingan partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 
2015 di Sumenep”. Hal ini menarik untuk diteliti karena 
mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa pada 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep, sebelum 
kegiatan pilkada berlangsung, waktu kegiatan pilkada 
berlangsung serta sesudah  kegiatan  pilkada berlangsung. 
METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif 
bersifat ex post facto. Penelitian komparatif bersifat 
expost facto yaitu data dikumpulkan setelah semua 
kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. 
Peneliti dapat melihat ke belakang mengenai faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. 
Penelitian komparasi dapat menemukan persamaan-
persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-
benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik 
terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau 
prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan 
pandangan dan  perubahan-perubahan pandangan orang, 
grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, 
peristiwa atau terhadap ide-ide. 
Tempat dalam penelitian ini yaitu di kelurahan 
Kepanjin, yang terletak di jantung kota Sumenep yaitu di 
wilayah kecamatan Kota Sumenep kabupaten Sumenep 
dan di desa Mandala yang berjarak 3 Km dari pusat 
pemerintahan kecamatan dan berjarak 15 Km dari pusat 
pemerintahan kabupaten yang berada di ketinggian 10 
meter dari permukaan laut dan jarak rumah penduduk 
dengan laut dipisahkan oleh persawahan. Waktu 
penelitian adalah  rentang waktu  yang digunakan selama 
penelitian berlangsung dilaksanakan secara bertahap 
yaitu mulai dari pengajuan judul dan pembuatan 
proposal, kemudian dilanjutkan penelitian dan mencari 
data dilapangan dan tahap terakhir adalah menganalisis 
data hasil penelitian dan penyusunan laporan. Lebih 
tepatnya dari bulan November 2015-Desember 2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) di 
kelurahan Kepanjin, kecamatan Kota, kabupaten 
Sumenep yang berjumlah 2755 orang dan semua 
masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) 
desa Mandala, kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep 
yang berjumlah 545 orang. Sampel keseluruhan yang 
diambil adalah 180 orang yang diperoleh dari rumus 
menurut Slovin (dalam Sarwono 2006:120) dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan clutser random 
sampling. Penggunaan clutser random sampling karena 
populasi dibagi dalam dusun-dusun baik pada masyarakat 
kota maupun desa. 
Rumus : 
 
n = 
 
Keterangan :  
n = sampel 
N = populasi 
D = derajat kebebasan 
Misal : 0,1 ; 0,05 atau 0,01 
Maka dalam penelitian ini  besar sampelnya : 
Kota    Desa 
n =            n =  
 
 
n =     n= 
 
 
n = 96  n = 84 
 
Variabel dalam penelitian ini adalah partisipasi politik  
(Variabel Y). Partisipasi politik merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh individu  maupun  kelompok orang untuk 
ikut aktif dalam kegiatan politik dalam menentukan 
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pemimpin negara baik sebelum kegiatan politik 
berlangsung, waktu kegiatan politik berlangsung, bahkan 
sesudah kegiatan politik berlangsung. Indikator pada 
partisipasi politik terdiri atas; (1) informasi politik; (2) 
pendidikan politik; (3) kampanye politik; (4) ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pilkada; (5) faktor 
pembentuk partisipasi politik. Indikator-indikator tersebut 
terdiri dari beberapa subindikator. 
Indikator dari infornasi politik subindikatornya adalah 
“kegiatan individu dalam mengikuti informasi pilkada”, 
indikator dari pendidikan politik subindikatornya adalah 
“kepedulian  politik dan penyuluhan pilkada”, indikator 
dari kampanye politik subindikatornya “mengenai adanya 
kegiatan kampanye oleh calon kandidat, mengikuti 
diskusi politik dan adanya pengaruh money politic, 
adanya pengaruh dari partai dan kandidat”. Indikator 
selanjutnya yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pilkada berlangsung dengan subindikator “hadir pada saat 
dilakukan pemungutan suara dan keyakinan terhadap 
pilihan calon”. Indikator  pada faktor pembentuk 
partisipasi politik yaitu dengan subindikator “kesadaran 
politik serta kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah”. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan  angket dan wawancara. (1) Angket atau 
kuesioner adalah  teknik pengumpulan data dengan cara 
menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner pada 
responden. Teknik ini digunakan untuk dapat 
mengumpulkan berbagai keterangan yang faktual secara 
seksama guna mengidentifikasi variabel partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 
2015 di Sumenep; (2) Wawancara, adalah suatu teknik 
pengumpulan data dengan melakukan wawancara 
langsung. Wawancara ini digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data untuk  melakukan studi pendahuluan 
dan menemukan  permasalahan yang harus diteliti terkait 
dengan partisipasi masyarakat dalam  pilkada tahun 2015 
di Sumenep.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Chi Kuadrat. Penelitian ini menggunakan skala 
Guttman yang dikembangkan oleh dikembangkan oleh 
Louis Guttman. Skala Guttman disebut juga metode 
scalogram atau analisa skala (scale analysis) sangat baik 
untuk menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi 
dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi 
universal (universe of content) atau atribut universal 
(universe attribute). Teknik analisis data ini menentukan 
skor  pada setiap pertanyaan pada angket. Selanjutnya 
bentuk alternatif jawaban atau respon angket berupa taraf 
frekuensi subyek dalam variasi penskoran Favorable 
yaitu 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. 
Penskoran Unfavorable yaitu  0 untuk jawaban ya dan 1 
untuk jawaban tidak. Skor favorable dan unfavorable 
dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Skor Favorable dan Unfavorable 
Kriteria Favorable Unfavorable 
Ya 1 0 
Tidak 0 1 
 
Berdasarkan hasil angket dari masing-masing 
responden, di lakukan pengolahan data dengan 
melakukan penilaian  presentase jawabanan. Penggunaan 
rumus presentase digunakan untuk mengetahui hasil 
jawaban responden atas berbagai pernyataan tentang 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
pilkada tahun 2015 di Sumenep. Dengan rumus 
presentase, sebagai berikut. 
Rumus : 
 
 
 
Keterangan:  
P = Hasil akhir dalam presentase  
n = Jumlah hasil jawaban responden  
N = Jumlah seluruh responden 
Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah terkait 
dengan partisipasi politik masyarakat kota dan desa 
dalam pilkada tahun 2015 di Sumenep menggunakan 
kriteria penilaian  partisipasi politik masyarakat kota dan 
desa sebagai berikut. 
Tabel 2. Kriteria Penilaian Partisipasi Politik 
Masyarakat Kota dan Desa 
 
 
 
 
 
 
Hasil kriteria tersebut dihitung berdasarkan: 
Xmax  : 1 x 40 = 40 
Xmin  : 0 x 40 = 0 
Rentang nilai  :  
 
 
:              = 8 
Apabila hasil angket menunjukkan pada skor (32-40) 
dari partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
pilkada tahun 2015 di Sumenep dikategorikan sangat 
tinggi. Apabila hasil angket mendapatkan skor (24-31) 
dikategorikan tinggi, hasil angket dengan skor (16-23) 
 
 
Skor Kategori 
32 – 40 Sangat Tinggi 
24 – 31 Tinggi 
16 – 23 Cukup Tinggi 
8 – 15 Rendah / Kurang 
0 – 7 Sangat Rendah /Sangat Kurang 
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dikategorikan cukup tinggi, hasil angket dengan skor (8-
15) dikategorikan rendah/kurang sedangkan hasil angket 
yang menunjukkan skor (0-7) dikategorikan sangat 
rendah/kurang. 
Uji hipotesis dalam penelitian  ini yaitu menggunakan 
Chi Kuadrat menguji hipotesis komparatif dua sampel 
yaitu tentang perbandingan partisipasi politik masyarakat 
kota dan  desa dalam pilkada 2015 di Sumenep dengan 
skala datanya berbentuk nominal dan sampel datanya >40 
dengan rumus sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
Dengan db = (b-1) (k-1) 
db = (2-1) (5-1) 
db = 1. 4 
 db = 4 (9, 488 dengan taraf signifikansi 5%) 
Kesimpulan: 
Jika Xh
2
(89,37) < Xt
2
(9,488) maka koefisien x
2
 tidak 
signifikan sehingga Ha diterima dan H0 ditolak, 
sebaliknya jika Xh
2
(89,37) > Xt
2
(9,488) koefisien Ha  
signifikan sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. 
Keterangan: 
X2 = Chi Kwadrad 
f0 = Besarnya frekuensi yang diamati  
fh = Besarnya frekuensi yang diharapkan 
Nk = Jumlah kelompok sampel pada suatu kategori 
 Ng  = Jumlah kelompok sampel pada suatu golongan 
 n = Jumlah seluruh sampel 
db = Derajat kebebasan 
b = Baris 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Setelah dilakukan tahap penelitian dengan penyebaran 
angket, kemudian tahap selanjutnya adalah 
pendeskripsian data tentang gambaran dari semua data 
yang diperoleh dari hasil penelitian. Data yang disajikan 
dalam  penelitian ini yaitu hasil dari penyebaran angket 
tentang partisipasi politik masyarakat kota dan desa 
dalam pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
Angket tentang partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa dijabarkan dalam tiga subvariabel yang terdiri 
dari kegiatan sebelum  pilkada tahun 2015 di Sumenep, 
waktu kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep 
berlangsung dan  sesudah pelaksanaan pilkada tahun 
2015 di Sumenep. Ketiga subvariabel tersebut terdiri atas 
lima indikator, yaitu informasi politik, pendidikan politik, 
kampanye politik, ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pilkada berlangsung dan faktor pembentuk partisipasi 
politik masyarakat. 
Indikator tentang informasi politik menggunakan 
subindikator “kegiatan individu dalam mengikuti 
informasi pilkada, indikator mengenai pendidikan politik 
menggunakan subindikator “kepedulian politik dan 
penyuluhan pilkada”, indikator mengenai kampanye 
politik menggunakan subindikator “adanya kegiatan 
kampanye oleh calon kandidat, mengikuti diskusi politik 
dan pengaruh money politic, pengaruh dari partai dan 
kandidat”. Indikator tentang ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan pilkada berlangsung menggunakan  subindikator 
“hadir pada saat dilakukan pemungutan suara dan 
keyakinan  masyarakat terhadap pilihan calon”. Indikator 
tentang faktor pembentuk  partisipasi politik masyarakat 
meliputi subindikator tentang “kesadaran politik 
masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah”. 
Sebelum disajikan hasil analisis tentang perbandingan 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
pilkada tahun 2015 di Sumenep, terlebih dahulu akan 
disajikan hasil penelitian tentang partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam kegiatan pilkada tahun 
2015 di Sumenep. Adapun pengolahan data adalah 
sebagai berikut. 
Partisipasi politik masyarakat di kelurahan Kepanjin 
dalam kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
Berdasarkan  hasil penelitian, diperoleh gambaran secara 
keseluruhan partisipasi politik masyarakat kota di 
kelurahan Kepanjin dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep. Partisipasi politik masyarakat kota di 
kelurahan Kepanjin dalam kegiatan pilkada dapat 
diketahui bahwa hasil perhitungan rata-rata partisipasi 
politik masyarakat diperoleh skor 25,98. Sesuai dengan 
kategori penilaian dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata kategori partisipasi politik 
masyarakat kota berada dalam kategori tinggi yaitu 
berada dalam jenjang 24-31.  
Hasil perhitungan rata-rata partisipasi politik dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan 
partisipasi politik masyarakat di kelurahan Kepanjin pada 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep dan diagram 
yang menunjukkan presentase partisipasi politik 
masyarakat kota di kelurahan Kepanjin pada pilkada 
tahun 2015 di Sumenep dengan kategori yang 
menunjukkan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah 
atau kurang dan sangat rendah. Adapun responden di 
kelurahan  Kepanjin berjumlah 96 orang. Hasil penelitian 
dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Partisipasi Politik Masyarakat Kota Kepanjin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frekuensi jawaban responden yang berada dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 15 orang, yang berada 
dalam  kategori tinggi yaitu sebanyak 50 orang, kategori 
untuk cukup tinggi sebanyak 28 orang, frekuensi jawaban 
yang berada dalam kategori rendah atau kurang sebanyak 
3 orang sedangkan untuk kategori sangat rendah 
frekuensi jawaban responden sebanyak 0. Hal ini 
menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 
terbanyak terdapat pada kategori tinggi yaitu 52 orang.  
Berikut adalah diagram yang menunjukkan partisipasi 
politik masyarakat kota kelurahan Kepanjin dalam 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
 
Diagram 1. Partisipasi Politik Masyarakat Kota Kepanjin 
 
 Data di atas diperoleh dari hasil penelitian dari 
masyarakat kota Kepanjin sesudah kegiatan pilkada 
berlangsung. Secara keseluruhan, rata-rata skor 
partisipasi politik masyarakat kota Kepanjin berada 
dalam kategori tinggi dengan presentase sebanyak 
52,08%, sebanyak 29,1% berada dalam kategori cukup 
tinggi, sebanyak 15,6% berada dalam kategori sangat 
tinggi, sebanyak 3,1% berada dalam kategori 
rendah/kurang sedangkan kategori sangat rendah/sangat 
kurang sebanyak 0%. Hasil presentase tersebut yang 
berada dalam kategori tinggi frekuensi jawaban 
responden terbanyak yaitu 52 orang. 
 Berdasarkan indikator, hasil partisipasi politik 
masyarakat dapat dilihat pada subvariabel berikut: (1) 
Sebelum kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
Subvariabel ini terdiri atas indikator informasi politik, 
pendidikan  politik, kampanye politik; (2) Waktu 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep, terdiri dari 
indikator ikut berpartisipasi dalam kegiatan pilkada 
berlangsung; (3) Sesudah pilkada tahun 2015 di 
Sumenep, terdiri dari indikator kesadaran politik, 
kepercayaan terhadap pemerintah. Semua bentuk 
kegiatan tersebut disajikan dalam angket yang disebarkan 
langsung pada masyarakat di kelurahan Kepanjin 
kecamatan  Kota di Sumenep sesudah kegiatan pilkada 
berlangsung. Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Partisipasi Politik Masyarakat Kota Kepanjin 
Berdasarkan Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori Frekuensi Jawaban 
Responden (F) 
Presentase 
Sangat tinggi 15 15,6% 
Tinggi 50 50,08% 
Cukup tinggi 28 29,1% 
Rendah/kurang 3 3,1% 
Sangat rendah 0 0% 
Jumlah 96 100  
 
Sub 
Variabel 
Indikator Sub Indikator Rata-rata 
Frekuensi 
 
 
Sebelum 
Kegiatan 
Pilkada 
Tahun 
2015 Di 
Sumenep 
1. Informasi 
Politik 
a. Kegiatan 
individu 
dalam 
mengikuti 
informasi 
Pilkada 
 
 
57 
2. Pendidikan 
Politik 
a. Kepedulian                  
Politik 
b. Penyuluhan 
Pilkada 
 
61,8 
3. Kampanye 
Politik 
a. Adanya 
kegiatan 
kampanye 
oleh calon 
kandidat 
b. Mengikuti 
diskusi 
politik 
c. Pengaruh 
money 
politic, 
partai, 
kandidat, 
dll 
 
 
 
 
52,75 
 
Waktu 
Kegiatan 
Pilkada 
Tahun 
2015 di 
Sumenep 
4. Ikut 
berpartisipasi 
dalam 
kegiatan 
Pilkada 
berlangsung 
a. Hadir pada 
saat 
dilakukan 
pemunguta
n suara 
b. Keyakinan 
terhadap 
pilihan 
calon 
 
 
 
55,1 
Sesudah 
Pilkada 
Tahun 
2015 di 
Sumenep 
5. Faktor 
Pembentuk 
Partisipasi 
a. Kesadaran 
politik 
b. Kepercayaa
n terhadap 
pemerintah 
 
 
63,1 
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Partisipasi politik masyarakat kota di kelurahan 
Kepanjin berdasarkan indikator rata-rata frekuensi yang 
menonjol terdapat pada indikator faktor pembentuk 
partisipasi politik masyarakat dengan frekuensi 63,1. 
Indikator dari pembentuk partisipasi politik ini terdiri dari 
subindikator “kesadaran politik dan kepercayan 
masyarakat terhadap pemerintah”. Item yang paling 
menonjol adalah  pada sub indikator tentang 
“kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah”, dengan 
item pertanyaan penghitungan suara dilakukan secara 
cermat oleh panitia KPU dengan skor tertinggi 87. 
Sedangkan skor  terendah  juga terletak pada subindikator 
yang sama, yaitu tentang “kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah”, dengan item pertanyaan 
pemerintahan di Sumenep telah terkesan baik dan selalu 
mengedepankan asas demokrasi dalam segala 
kebijakannya skor 29.  
Partisipasi politik masyarakat kota di kelurahan 
Kepanjin pada pilkada tahun 2015 di Sumenep 
berdasarkan indikator menunjukkan bahwa pada 
indikator tentang kegiatan individu dalam mengikuti 
informasi politik, rata-rata frekuensi masyarakat kota 
Kepanjin adalah 57. Kegiatan sebelum pilkada tahun 
2015 di Sumenep tidak hanya tentang informasi politik, 
melainkan juga tentang pendidikan politik masyarakat 
kota di kelurahan Kepanjin. Karena pendidikan politik 
berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. 
Apabila pendidikan  politik masyarakat  kota tinggi, 
maka partisipasi politik masyarakat semakin tinggi, atau 
sebaliknya. Indikator pada pendidikan politik masyarakat 
sumenep  rata-rata frekuensi  masyarakat kota Kepanjin 
dengan skor 61,8. 
Sebelum kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep 
berlangsung terdapat kampanye politik yang dilakukan 
oleh calon kandidat serta tim sukses dari masing-masing 
calon kandidat. Kegiatan kampanye tidak hanya 
mencakup kegiatan kampanye saja, melainkan terdapat 
kegiatan diskusi politik serta terdapat pengaruh money 
politic yang biasanya dilakukan oleh tim sukses dari 
masing-masing calon. Kegiatan kampanye politik banyak 
diikuti oleh masyarakat kota di kelurahan Kepanjin 
dengan skor 52,75.  
Waktu pilkada berlangsung masyarakat di kelurahan 
Kepanjin menyalurkan hak pilihnya yang menyesuaikan 
dengan karakter lingkungan. Masyarakat yang 
menghormati supermasi hukum dan kebebasan politik, 
sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak 
kritik dan partisipasi. Pemerintah banyak memberi 
kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan 
partisipasi politik. 
Melalui supermasi tersebut masing-masing individu 
mempunyai prinsip atau keyakinan sendiri terhadap 
pilihan calon dalam memberikan partisipasi politik baik 
sebelum pilkada, waktu pilkada dan sesudah pilkada 
berlangsung. Waktu pelaksanaan pilkada berlangsung 
juga banyak diikuti oleh masyarakat kota di kelurahan 
Kepanjin dengan skor 55,1.  
Faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat 
Sumenep juga di dominasi oleh masyarakat kota di 
kelurahan Kepanjin dengan skor 63,1. Masyarakat di 
kelurahan Kepanjin memiliki kesadaran politik yang 
tinggi, sehingga partisipasi politiknya dalam kegiatan 
pilkada tahun 2015 cenderung aktif. Apabila seseorang 
memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang tinggi 
kepada  pemerintah, maka partisipasi politik cenderung 
aktif.  Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan 
kepercayaan yang rendah, maka partisipasi politik 
menjadi pasif dan apatis. Apabila kesadaran politik tinggi 
akan tetapi kepercayaan kepada pemerintah lemah, maka 
perilaku yang muncul adalah militant radikal. Kesadaran 
politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi, 
maka partisipasinya menjadi pasif, hanya berorientasi 
pada output politik. 
Selanjutnya yaitu mengenai partisipasi politik 
masyarakatdesa Mandala. Berdasarkan hasil penelitian, 
diperoleh gambaran secara keseluruhan partisipasi politik 
masyarakat desa Mandala dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep. Partisipasi politik masyarakat desa Mandala 
dalam kegiatan pilkada dapat diketahui bahwa hasil 
perhitungan rata-rata partisipasi politik masyarakat 
diperoleh skor 16,17. Sesuai dengan kategori penilaian 
dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
kategori partisipasi politik masyarakat desa berada dalam 
kategori cukup tinggi yaitu berada dalam jenjang 16-23. 
Secara detail, data partisipasi politik masyarakat desa 
Mandala dijelaskan dalam tabel 5 dan diagram 2. 
Tabel 5. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mandala 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frekuensi jawaban responden yang berada dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 0 orang, yang berada 
dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 3 orang, kategori 
untuk cukup tinggi sebanyak 43 orang, frekuensi jawaban 
yang berada dalam kategori rendah atau kurang sebanyak 
38 orang sedangkan untuk kategori sangat rendah 
frekuensi jawaban responden sebanyak 0. Hal ini 
menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 
terbanyak terdapat pada kategori cukup tinggi yaitu 43 
Kategori Frekuensi 
jawaban responden (f) 
Presentase 
Sangat tinggi 0 0% 
Tinggi 3 3,5% 
Cukup tinggi 43 51,1% 
Rendah/kurang 38 45,2% 
Sangat rendah 0 0% 
Jumlah 84 100 % 
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orang. Berikut adalah diagram yang menunjukkan 
partisipasi politik masyarakat desa Mandala dalam 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
 
 
Diagram 2.Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mandala 
 
Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di 
masyarakat desa Mandala. Secara keseluruhan, rata-rata 
skor partisipasi politik masyarakat desa Mandala berada 
dalam kategori cukup tinggi dengan presentase sebanyak 
51,1%, sebanyak 45,2% berada dalam kategori rendah/ 
kurang. Sebanyak 3,5% berada dalam kategori tinggi, 
sedangkan untuk kategori sangat tinggi dan sangat 
rendah/sangat kurang sebanyak 0%. 
Berdasarkan indikator, hasil partisipasi politik 
masyarakat desa dapat  dilihat pada subvariabel  berikut: 
(1) Sebelum kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep: 
Informasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, 
(2) Waktu kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep: Ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan pilkada berlangsung, (3) 
Sesudah pilkada tahun 2015 di Sumenep: kesadaran 
politik, kepercayaan terhadap pemerintah. Semua 
subvariabel tersebut merupakan indikator yang digunakan 
dalam menyusun angket untuk mengetahui bagaimana 
partisipasi politik masyarakat desa Mandala dalam 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep.  
Indikator tersebut meliputi semua kegiatan pilkada 
baik sebelum pemilihan umum berlangsung, waktu 
pemilihan umum berlangsung bahkan sesudah pemilihan 
umum berlangsung. Semua kegiatan pada pemilihan 
umum digunakan untuk melihat apakah terdapat 
perubahan sistem pemerintahan di Sumenep sesudah 
kegiatan pilkada. Adapun hasil penelitian berdasarkan 
indikator dapat dilihat pada tabel 6. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6. Partisipasi Politik Masyarakat Kota Kepanjin 
Berdasarkan Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partisipasi politik masyarakat desa Mandala 
berdasarkan indikator rata-rata frekuensi yang menonjol 
terdapat pada indikator ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pilkada berlangsung dengan frekuensi 47,2. Indikator dari 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan pilkada berlangsung ini 
terdiri atas subindikator “hadir pada saat dilakukan 
pemungutan suara dan keyakinan terhadap pilihan calon”. 
Akan tetapi item yang menonjol adalah pada 
subindikator pertama, yaitu hadir pada saat dilakukan 
pemungutan suara dengan item pertanyaan tentang 
menyalurkan hak pilih dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep karena keisengan dengan skor tertinggi 77. 
Sedangkan skor terendah terletak pada subindikator 
keyakinan individu  terhadap pilihan calon kandidat, 
yaitu  ketika seseorang teman memaksa untuk memilih 
pilihannya akan menolak dengan skor 24.  
Partisipasi politik masyarakat desa Mandala pada 
pilkada tahun 2015 di Sumenep berdasarkan indikator 
menunjukkan bahwa pada indikator tentang kegiatan 
individu dalam mengikuti informasi politik, rata-rata 
frekuensi hanya 18,6. Masyarakat desa Mandala 
dikategorikan pasif atau kurang aktif dalam mengikuti 
Sub 
Variabel 
Indikator Sub Indikator Rata-rata 
Frekuensi 
Sebelum 
Kegiatan 
Pilkada 
Tahun 
2015 Di 
Sumenep 
1. Informasi 
Politik 
a. Kegiatan individu 
dalam mengikuti 
informasi Pilkada 
 
 
18,6 
2. Pendidikan 
Politik 
a. Kepedulian                  
Politik 
b. Penyuluhan 
Pilkada 
 
 
34,6 
3. Kampanye 
Politik 
a. Adanya kegiatan 
kampanye oleh 
calon kandidat 
b. Mengikuti 
diskusi politik 
c. Pengaruh money 
politic, partai, 
kandidat, dll 
 
 
 
 
34,1 
 
Waktu 
Kegiatan 
Pilkada 
Tahun 
2015 di 
Sumenep 
4. Ikut 
berpartisipa
si dalam 
kegiatan 
Pilkada 
berlangsung 
a. Hadir pada saat 
dilakukan 
pemungutan 
suara 
b. Keyakinan 
terhadap pilihan 
calon 
 
 
 
47,2 
Sesudah 
Pilkada 
Tahun 
2015 di 
Sumenep 
5. Faktor 
Pembentuk 
Partisipasi 
a. Kesadaran politik 
b. Kepercayaan 
terhadap 
pemerintah 
 
27,7 
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informasi seputar pelaksanaan pilkada tahun 2015 di kota 
Sumenep. 
Kegiatan sebelum pilkada tahun 2015 di Sumenep 
tidak hanya tentang informasi politik, melainkan juga 
tentang pendidikan politik masyarakat desa Mandala 
karena pendidikan politik berpengaruh terhadap 
partisipasi politik masyarakat. Apabila pendidikan politik 
masyarakat kota tinggi, maka partisipasi politik 
masyarakat semakin tinggi, atau sebaliknya. 
Indikator pada pendidikan politik masyarakat desa 
Mandala rata-rata frekuensi dengan skor 34,6. Pendidikan 
masyarakat yang minim telah membuat kesadaran 
penduduk sangat minim akan pentingnya politik. 
Seringkali kesadaran dan sumber inspirasi politik banyak 
diperoleh melalui tokoh masyarakat dan kiai sebagai 
konstruk pemahamannya. Tidak jarang misalnya dalam 
pemilihan kepala desa masyarakat dalam memahami 
kandidat hanya dari kedekatan emosionalnya. Mayoritas 
masyarakat desa Mandala tidak mengetahui  akan tugas 
dan kewajiban pokok pemerintah. Akibatnya masyarakat 
seolah-olah apatis terhadap politik dan menyerahkan 
semua urusan kepada pemerintah. 
Sebelum kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep 
berlangsung terdapat kampanye politik yang dilakukan 
oleh calon kandidat serta tim sukses dari masing-masing 
calon kandidat. Kegiatan kampanye tidak hanya 
mencakup kegiatan kampanye saja, melainkan terdapat 
kegiatan diskusi politik serta terdapat pengaruh money 
politic yang biasanya dilakukan oleh tim sukses dari 
masing-masing calon. Kegiatan kampanye politik banyak 
diikuti oleh masyarakat desa Mandala dengan skor  34,1, 
pada kegiatan kampanye masyarakat sangat antusias, 
karena bertemu dengan orang atas dan masyarakat 
merasa bangga bisa bertemu dengan calon kandidat dan 
biasanya calon kandidat memberikan pembagian atribut 
bahkan sembako kepada masyarakat. 
Waktu pilkada berlangsung masyarakat desa Mandala 
menyalurkan hak pilihnya yang menyesuaikan dengan 
karakter lingkungan. Masyarakat yang menghormati 
supermasi hukum dan kebebasan politik, sistem 
politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan 
partisipasi. Pemerintah banyak memberi kesempatan 
kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. 
Melalui supermasi tersebut masing-masing individu 
mempunyai prinsip atau keyakinan sendiri terhadap 
pilihan calon dalam memberikan partisipasi politik baik 
sebelum pilkada, waktu pilkada dan sesudah pilkada 
berlangsung. Waktu pelaksanaan pilkada berlangsung 
masyarakat desa Mandala menyalurkan hak pilihnya 
dengan skor 55,1.  
Keterpelosokan secara geografis terhadap gaya hidup 
diperkotaan berpengaruh terhadap kesadaran politik pada 
penduduk desa Mandala. Kesadaran politik masyarakat 
desa Mandala masih tergolong primitif. Primitif yang 
dimaksud yaitu minimnya kesadaran penduduk akan 
pentingnya politik dan pemerintah.  Primitif tersebut 
disebabkan oleh faktor geografis yang dapat membuat 
kesadaran masyarakat akan dunia pengetahuan terkini 
terbatas karena akses. Media dan lokasi pedesaan yang 
sulit terjangkau oleh kemajuan kota membuat penduduk 
memiliki kesadaran hidup yang sederhana. Sehingga 
faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat. 
Pembentuk partisipasi desa Mandala rendah yaitu  
dengan skor 27,7. Kesadaran politik dan kepercayaan 
yang rendah, maka partisipasi politik menjadi pasif dan 
apatis. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan 
kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka 
partisipasi politik cenderung aktif. Apabila seseorang 
memiliki kesadaran politik tinggi akan tetapi kepercayaan 
kepada pemerintah lemah, maka perilaku yang muncul 
adalah militant radikal. Kesadaran politik rendah tetapi 
kepercayaan pada pemerintah tinggi, maka partisipasinya 
menjadi pasif, hanya berorientasi pada output politik, 
yaitu kegiatan yang hanya mentaati pemerintah, 
menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan 
pemerintah. 
Setelah menganalisis hasil pengolahan data tentang 
partisipasi politik di kota dan desa, maka dilanjutkan 
dengan mengukur perbandingan partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep dengan menggunakan Chi Kuadra. Chi Kuadrat 
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua 
sampel yaitu tentang perbandingan partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada 2015 di 
Sumenep dengan skala datanya berbentuk nominal dan 
sampel datanya > 40.  
Adapun data yang diperoleh terkait dengan hasil 
perbandingan partisipasi politik masyarakat kota dan desa 
dalam pilkada tahun 2015 di Sumenep terdapat pada tabel 
7. 
Tabel 7. Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat 
Kota dan Desa dalam Kegiatan Pilkada Tahun 2015 di 
Sumenep 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
ST : Sangat Tinggi 
T : Tinggi 
CT : Cukup Tinggi 
R/K : Rendah atau Kurang 
 
Sampel 
Kategori 
ST T CT R atau K SR Jumlah 
Kota 8 28,3 37,9 21,9 0 96 
Desa 7 24,7 33,1 19,1 0 84 
Jumlah  15 53 71 41 0 180 
 
Perbandingan Partisipasi politik Masyarakat Kota dan Desa dalam Pilkada 
391 
 
SR : Sangat Rendah 
 Rumus yang digunakan untuk menghitung uji 
hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan Chi 
Kuadrat dengan menentukan atau menghitung frekuensi 
harapan (fh) yang  terdapat pada tabel  9 dengan rumus 
sebagai berikut. 
 
 
    
 
Keterangan : 
X2 = Chi Kwadrad 
f0 = Besarnya frekuensi yang diamati  
fh  = Besarnya frekuensi yang diharapkan 
Nk =Jumlah kelompok sampelpada suatu kategori 
Ng = Jumlah kelompok sampel pada suatu golongan 
N = Jumlah seluruh sampel 
Berdasarkan rumus Chi Kuadrat tersebut untuk 
menghitung frekuensi yang diharapkan, diperoleh dari 
pengelompokan data dari masing-masing sampel yang 
terdiri dari kategori sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, 
rendah atau kurang, dan sangat rendah. Chi Kuadrat ( ) 
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua 
sampel yaitu membandingkan hasil partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada 2015 di 
Sumenep. Hasil dari perbandingan tersebut dapat dilihat 
apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep, dengan taraf 
signifikansi 5%.  
Frekuensi yang diharapkan yaitu mengenai hasil dari 
seluruh data tentang partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa dalam kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. 
Adapun untuk menghitung frekuensi yang diharapkan 
dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9. 
Tabel 8. Frekuensi yang Diharapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
ST : Sangat Tinggi 
T : Tinggi 
CT : Cukup Tinggi 
R/K : Rendah atau Kurang 
SR : Sangat Rendah 
 Setelah menghitung frekuensi yang diharapkan, 
langkah selanjutnya yaitu menghitung Chi Kuadrat 
dengan menyiapkan tabel persiapan perhitungan Chi 
Kuadrat yang terdiri atas frekuensi yang diamati dengan 
fekuensi yang diharapkan, kemudian memasukkan rumus 
yang sudah ditentukan berdasarkan rumus di atas. 
Adapun tabel persiapan perhitungan Chi Kuadrat dapat 
dilihat pada tabel 9. 
 
Tabel 9. Persiapan Perhitungan Chi Kuadrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas 
diperoleh = 89,37 dengan derajat kebebasan sebagai 
berikut. 
db = (b-1) (k-1) 
 db = (2-1) (5-1) 
 db = 1. 4 
db = 4 (9, 488 dengan taraf signifikansi 5%) 
Keterangan : 
db = Derajat kebebasan 
b = Baris 
k = Kolom 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh 
 dengan taraf signifikansi 5% maka koefisien x 
signifikan sehingga Ha diterima dan  H0 ditolak. Artinya 
ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang 
diamati (partisipasi politik masyarakat kota dan desa) 
dengan frekuensi yang diharapkan (adanya perbedaan 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa). Jadi 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
pilkada tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan. 
Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan 
perbandingan setiap indikator dalam partisipasi politik 
 
Sampel 
Kategori 
Fo Fh fo-fh  
 
Kota 
ST 15 8 7 49 6,15 
T 50 28,3 21,7 470,89 16,63 
CT 28 37,9 -9,9 98,01 2,58 
R/K 3 21,9 -18,9 357,21 16,31 
SR/SK 0 0 0 0 0 
Jumlah 96 96 0 0 0 
Desa 
ST 0 7 7 49 7 
T 3 24,7 -21,7 470,89 19,06 
CT 43 33,1 9,9 98,01 2,96 
R/K 38 19,1 18,9 357,21 18,7 
SR/SK 0 0 0 0 0 
Jumlah 84 84 0 0 0 
Total 18
0 
180 0 2216,06 89,37 
 
 
Sampel 
Kategori 
ST T CT R atau K SR Jumlah 
Kota 8 28,3 37,9 21,9 0 96 
Desa 7 24,7 33,1 19,1 0 84 
Jumlah  15 53 71 41 0 180 
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masyarakat kota dan desa dalam kegiatan pilkada tahun 
2015. 
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Diagram 3.Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat 
Kota dan Desa Dalam Pilkada Tahun 2015 Di Sumenep 
Berdasarkan Indikator 
  
 Diagram di atas merupakan  perbandingan partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa pada pilkada tahun 2015 
di Sumenep berdasarkan indikator yang  menunjukkan 
bahwa pada indikator tentang kegiatan individu dalam 
mengikuti informasi politik, rata-rata skor tertinggi 
ditunjukkan oleh masyarakat kota kelurahan Kepanjin 
dengan skor 57, sedangkan skor rata-rata masyarakat 
desa Mandala yaitu 18,6. Indikator pada pendidikan 
politik masyarakat sumenep rata-rata skor tertinggi juga 
ditunjukkan oleh masyarakat kota kelurahan Kepanjin 
dengan skor 61,8, skor untuk masyarakat desa Mandala 
34,6.  
 Kegiatan kampanye politik banyak diikuti oleh 
masyarakat kota di kelurahan Kepanjin dengan skor 
52,75 sedangkan skor untuk masyarakat desa Mandala 
yang mengikuti kegiatan kampanye politik adalah 34,1. 
Waktu pelaksanaan pilkada berlangsung juga banyak 
diikuti oleh masyarakat kota kelurahan Kepanjin dengan 
skor 55,1 dan skor untuk masyarakat desa Mandala yang 
mengikuti pelaksanaan pilkada berlangsung adalah 47,2. 
Faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat 
Sumenep juga di dominasi oleh masyarakat kota di 
kelurahan Kepanjin dengan skor 63,1 sedangkan skor 
untuk masyarakat desa Mandala adalah 27,7. 
Berdasarkan uji hipotesis menggunakan rumus uji 
hipotesis chi kuadrat diperoleh hasil terdapat perbedaan 
yang signifikan pada partisipasi politik masyarakat kota 
dan masyarakat desa dalam  kegiatan pilkada tahun 2015 
di Sumenep. Secara keseluruhan  perbedaan tersebut 
dapat dilihat berdasarkan data perbandingan partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa pada diagram di bawah 
ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4. Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat 
Kota Dan Desa 
 Diagram di atas menunjukkan perbandingan 
partisipasi politik masyarakat kota dan desa dalam 
kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep. Presentase 
partisipasi politik masyarakat kota Kepanjin untuk 
kategori sangat tinggi sebanyak 0%, kategori tinggi 
sebanyak 2,08%, kategori cukup tinggi sebanyak 58,33%, 
kategori rendah atau kurang sebanyak 35,42% dan untuk 
kategori sangat rendah atau sangat kurang sebanyak 
4,17%. Sementara presentase partisipasi politik 
masyarakat desa Mandala sebanyak 53,57% berada 
dalam kategori rendah atau kurang dan sebanyak 46,43% 
berada dalam kategori sangat rendah atau sangat kurang. 
Sedangkan untuk kategori sangat tinggi, tinggi dan cukup 
tinggi adalah 0%. 
PEMBAHASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 
faktual mengenai partisipasi politik masyarakat kota dan 
desa dalam pilkada tahun 2015 di kota Sumenep, apakah 
terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa dalam pilkada tahun 2015 di kota Sumenep. 
Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
setiap individu atau kelompok untuk ikut aktif dalam 
kegiatan-kegiatan politik untuk menentukan pemimpin 
negara serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan 
pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. 
0%
45,20%
51%
4%
0%0%
3,10%
29,10%
52,08%
16%
sangat rendah rendah atau 
kurang
cukup tinggi tinggi sangat tinggi 
Perbandingan Partisipasi Politik 
Masyarakat Kota Dan Desa Dalam 
Pilkada Tahun 2015 Di Sumenep
Desa
Kota
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 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa dalam pilkada tahun 2015 di kota Sumenep. 
Koefisien X2 signifikan dengan taraf signifikansi 5% 
sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya, ada 
perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diamati 
(partisipasi politik masyarakat kota dan desa) dengan 
frekuensi yang diharapkan  (adanya perbedaan partisipasi 
politik masyarakat kota dan desa). 
 Berdasarkan kelima indikator yang digunakan untuk 
mengetahui partisipasi politik masyarakat kota dan desa, 
menunjukkan partisipasi politik masyarakat kota lebih 
tinggi dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat 
desa dalam pilkada tahun 2015 di kota Sumenep. Berikut 
hasil perbandingan partisipasi politik masyarakat kota 
dan desa dalam pilkada tahun 2015 di kota Sumenep 
yaitu berikut: (1) Rata-rata skor partisipasi politik 
masyarakat kota dalam  pilkada  tahun 2015 di Sumenep 
adalah 25,98 berada dalam kategori tinggi. Presentase 
keseluruhan  tentang partisipasi politik masyarakat kota 
untuk kategori sangat tinggi sebanyak 15,6%  kategori 
tinggi sebanyak 52,08%, kategori cukup tinggi 29,1%, 
dan kategori rendah/kurang sebanyak 3,1% serta kategori 
sangat rendah/sangat kurang sebanyak 0%; (2) Rata-rata 
skor partisipasi politik masyarakat desa dalam pilkada 
tahun 2015 di Sumenep adalah 16,17 berada dalam 
kategori cukup tinggi. Presentase keseluruhan tentang 
partisipasi politik masyarakat desa untuk kategori sangat 
tinggi sebanyak 0%, kategori tinggi sebanyak 3,5%, 
kategori cukup tinggi 51,1%, dan kategori rendah/kurang 
sebanyak 45,2% serta kategori sangat rendah/sangat 
kurang sebanyak 0%. 
Penelitian ini serentak dilakukan oleh Arohman Putra 
S (2008), dengan judul penelitian “Perbandingan Tingkat 
Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Pada Pilkada 
Kota Medan Tahun 2005 Dengan Pilkada Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2008 (Studi Kasus: Kelurahan Titi 
Rante, Kecamatan Medan Baru)” yang menunjukkan 
bahwa pilkada tahun 2005 di kota Medan jumlah DPT 
1.483.225 dan sebanyak 793.529 masyarakat kota Medan 
tidak menggunakan hak pilihnya, dan pada pilkada 
Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 jumlah pemilih 
sebanyak 1.725.321 dan angka orang yang tidak memilih 
mencapai 40% dari jumlah pemilih terdaftar. Hal ini 
menunjukkan adanya angka golput yang cukup tinggi di 
dua pentas politik lokal ini. 
Berdasarkan konsep partisipasi politik menurut 
Milbrath M.L Goel, partisipasi politik merupakan 
kegiatan pribadi warga negara yang legal dan bertujuan 
untuk mempengaruhi pejabat negara atau tindakan-
tindakan yang diambil mereka. Milbrath M.L Goel 
mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi 4 tipe, 
yaitu: (1) Kelompok apatis, yaitu orang yang menarik diri 
dari proses politik; (2) Spectator, yaitu orang yang 
setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan 
umum; (3) Gladiator, yaitu komunikator yang sering 
melakukan atau mengadakan tatap muka, aktivis partai, 
pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat; (4) Pengkritik 
yaitu dalam bentuk pertisipasi tidak konvensional 
(Surbakti, 1999:143).  
Berdasarkan konsep di atas dapat diketahui bahwa 
orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan 
output politik. Input dan output dari partisipasi ini berupa 
kegiatan aktif seperti mengajukan usul mengenai 
kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk 
meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih 
pemimpin. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada 
outputnya saja, yaitu kegiatan yang mentaati pemerintah, 
menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan 
pemerintah. 
Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk 
dalam kedua kategori tersebut, yaitu masyarakat 
beranggapan sistem politik yang dinilai menyimpang dari 
apa yang dicita-citakan. Sehingga lebih menjurus ke 
dalam partisipasi politik yang apatis (golput). Pemberian 
suara dalam pilkada merupakan wujud partisipasi dalam 
politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya 
pemberian suara, namun juga menyangkut kegiatan yang 
diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu 
pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-
lain. 
Orientasi dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik 
masyarakat di Sumenep tergolong dalam partisipasi 
politik aktif dan pasif. Masyarakat kota partisipasi 
politiknya lebih aktif dibandingkan dengan partisipasi 
politik masyarakat desa yang masih cenderung pasif. Hal 
ini ditunjukkan oleh hasil perolehan data dari indikator 
tentang keikutsertaan masyarakat dalam berpartispasi 
waktu pilkada berlangsung masyarakat kota berada dalam 
kategori tinggi dengan skor 55,1 dan dari indikator 
tentang faktor pembentuk partisipasi politik, masyarakat 
kota juga berada dalam kategori tinggi dengan skor 63,1. 
Sedangkan hasil perolehan data dari indikator tentang 
keikutsertaan masyarakat dalam berpartispasi waktu 
pilkada berlangsung masyarakat desa berada dalam 
kategori cukup tinggi dengan skor 47,2 dan dari indikator 
tentang faktor pembentuk partisipasi politik, masyarakat 
desa berada dalam kategori rendah atau kurang dengan 
skor 27,7. 
Penelitian ini juga menyebutkan responden 
masyarakat kota dan responden masyarakat desa terdiri 
dari laki-laki dan perempuan berpendidikan dari tingkat 
SD, SMP, SMA-S1. Tingkat pendidikan responden 
masyarakat kota (laki-laki/perempuan) lebih tinggi dari 
pada tingkat pendidikan responden masyarakat desa 
(laki-laki/perempuan). Berdasarkan sumber data 
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monografi kelurahan Kepanjin, data penduduk 
berdasarkan tingkat pendidikan banyak yang 
berpendidikan tingkat atas (SMA) dibandingkan dengan 
tingkat pendidikan dasar (tidak lulus SD). 
Data monografi untuk masyarakat desa Mandala 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa 
Mandala masih banyak berada ditingkat dasar (tidak lulus 
SD). Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan terdapat 
perbedaan antara partisipasi politik masyarakat kota dan 
desa. Karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
partisipasi politik masyarakat, baik masyarakat kota dan 
desa.  
Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi 
politik masyarakat. Penelitian ini pernah dilakukan oleh 
Cut Maya Aprita Sari, (2011) yang berjudul “Pengaruh 
Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pada 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda 
Aceh Tahun 2009” (Studi Kasus Pada Masyarakat 
Kelurahan Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah 
Kuala, Kota Banda Aceh)” yang menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan di kelurahan Kopelma Darussalam, 
kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dikategorikan 
tinggi dengan presentase 72,07%. 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 
pendidikan dengan perilaku pemilih dalam penggunaan 
hak pilih Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Kota Banda Aceh tahun 2009. Dalam menganalisa 
perilaku pemilih dapat dipahami bahwa sebelum 
memberikan pilihan, seseorang pemilih akan melakukan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perbedaan tingkat 
pendidikan seseorang akan menghasilkan pertimbangan-
pertimbangan yang berbeda. Apabila pemilih memiliki 
pendidikan yang tinggi, maka pemilih akan melakukan 
pertimbangan-pertimbangan yang lebih  rasional sebelum 
memilih.  
Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kesadaran 
politik yang tinggi, kepercayaan terhadap pemerintah 
serta umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, 
pendidikan dan pekerjaan. Seperti apa yang menjadi 
karakteristik masyarakat kota, bahwasanya karakter yang 
individual, rasional dan matrealistis partisipasinya lebih 
tinggi dibandingkan dengan karakteristik masyarakat 
desa yang masih homogen, tradisionalisme, 
keterisolasian, dan gotong royong. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Lipset dalam pemilihan umum di Amerika serikat dan 
beberapa negara Eropa barat seperti Jerman, swedia, 
Norwegia, Finlandia, bahwasanya di negara-negara 
tersebut orang kota lebih banyak memberikan suara dari 
pada orang desa. Mereka yang berumur antara 35 dan 55 
lebih banyak dari pada yang usianya dibawah 35 tahun 
ataupun  yang  usianya di atas 55 tahun: pria lebih banyak 
dari pada yang belum kawin. Serta pendapatan, 
pendidikan, status merupakan faktor penting dalam 
proses partisipasi, atau dengan berkata lain orang yang 
berpendapatan tinggi, berpendidikan baik dan yang 
berstatus sosial tinggi cenderung banyak berpartisipasi 
dari pada orang yang berpendapatan serta pendidikan 
rendah (Miriam, Op.cit, hal 9). 
Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset, 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di 
kota lebih banyak memberikan suara dari pada 
masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dari hasil perolehan 
data yang dilakukan dari sebelum kegiatan pilkada 
berlangsung sampai kegiatan pilkada selesai. Data yang 
diperoleh dari kota semua skor rata-rata dari setiap 
indikator berada dalam kategori tinggi dan data yang 
diperoleh dari desa menunjukkan skor rata-rata dari 
setiap indikator berada dalam kategori rendah atau 
kurang. Sehingga dari hasil data tersebut menunjukkan 
banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
partisipasi politik masyarakat desa maupun masyarakat 
kota dalam kegiatan pilkada tahun 2015 di Sumenep.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 2015 di 
Sumenep. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh 
 dengan taraf signifikansi 5% 
maka koefisien  signifikan sehingga  diterima dan  
ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara 
frekuensi yang diamati (partisipasi politik masyarakat 
kota dan desa) dengan frekuensi yang diharapkan (adanya 
perbedaan partisipasi politik masyarakat kota dan desa). 
Jadi terdapat perbedaan yang signifikan partisipasi politik 
masyarakat kota dan desa dalam pilkada tahun 2015.  
Jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh 
terhadap partisipasi politik masyarakat. Karakteristik 
masyarakat kota yang individual, rasional dan 
matrealistis menunjukkan partisipasi politik yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan karakteristik masyarakat 
desa yang masih homogen, tradisionalisme, 
keterisolasian, dan gotong royong dengan partisipasi 
politik yang rendah. 
 
Saran  
Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa 
saran, diantaranya; (1) Berdasarkan hasil penelitian yang 
menunjukkan kategori untuk masyarakat kota cukup 
tinggi dan kategori untuk masyarakat desa rendah atau 
kurang diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dan 
meningkatkan partisipasi politik dalam berbagai kegiatan 
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politik yang ada; (2) Untuk mendapatkan hasil yang lebih 
baik, diharapkan kepada pemerintah untuk 
mensosialisasikan berbagai kegiatan politik kepada 
semua masyarakat di kota maupun di desa dengan jelas, 
agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara aktif serta 
sarana dan prasarana yang cukup pula sehingga 
masyarakat merasa senang dalam ikut berpasrtisipasi 
dalam berbagai kegiatan politik. 
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